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1. Sepanjang 5 tahun terakhir, jemaat Ahmadiyah menjadi salah satu elemen warga negara yang paling rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Hampir seluruh kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah mengalami impunitas (tidak diproses secara hukum dan pelakunya bebas dari tuntutan hukum). Kekerasan paling panjang dialami oleh Ahmadiyah adalah yang menimpa jemaat Ahmadiyah di NTB. Selain kekerasan, diskriminasi, dan pembiaran yang dilakukan oleh negara dialami oleh jemaat Ahmadiyah yang saat ini masih menghuni Asrama Transito Mataram, NTB. Sementara kekerasan yang paling keji menimpa Ahmadiyah adalah penyerangan dan pembunuhan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Banten pada 6 Februari 2011.
2. Semua kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara, yakni hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan serta hak untuk bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Selain dua hak di atas hak atas pikiran, hak atas hati nurani, dan hak-hak derivatif lainnya juga turut dilanggar. Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan bagi jemaat Ahmadiyah justru disponsori oleh negara baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dengan menerbitkan kebijakan diskriminatif. Keberadaan berbagai kebijakan itu telah menjadi amunisi baru bagi kelompok-kelompok organisasi radikal yang selama ini gemar menentang Ahmadiyah, untuk semakin agresif melakukan persekusi (penganiayaan) terhadap Ahmadiyah. 
3. Atas dasar pemikiran di atas, SETARA Institute melakukan survei opini publik untuk mengukur sikap keberagamaan warga dan sikapnya terhadap Ahmadiyah. 
4. PERTANYAAN KUNCI yang diajukan dalam survei ini adalah (1) bagaimana publik memandang Ahmadiyah? Apakah kebijakan tentang pembatasan Ahmadiyah mencerminkan kehendak publik? Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menangani soal Ahmadiyah? 
5. Survei ini BERTUJUAN untuk mengetahui pandangan publik dan menghimpun langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh negara dalam menangani soal Ahmadiyah saat ini dan di masa mendatang.
6. Secara garis besar paparan survei ini dibagi kedalam 3 bagian: (1) Sikap Keberagamaan Masyarakat; (2) Sikap Masyarakat terhadap Masalah Keberagamaan Aktual; dan (3) Pandangan Masyarakat terhadap Ahmadiyah. Sementara struktur laporan ini terdiri dari Bagian I Pendahuluan, Bagian II Profil Responden, Bagian III Temuan dan Analisa; dan Bagian IV Kesimpulan Umum.

METODOLOGI
Survei opini publik dilakukan di 47 kabupaten/ kota di 10 propinsi yang dipilih dengan teknik penentuan wilayah secara acak sistematis dan bertingkat. Sementara teknik penentuan responden survei ini menggunakan Kish Grid Methode, suatu  teknik tertentu yang digunakan untuk dapat menentukan secara acak/ random seorang responden terpilih dalam sebuah keluarga.
Unit sampling adalah 25 responden per desa/ kelurahan dengan jumlah responden sebanyak 3000 responden dengan alat pengumpulan data wawancara tatap muka. Dengan jumlah responden 3000, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error : +/- 2.2%.

Pengumpulan data lapangan dilakukan pada tanggal 10 - 25 Juli 2011, di 10 propinsi: Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur,  NTB, Sulsel, Kaltim, Sulteng,  Sumatera Selatan, Sumatera Barat.

TEMUAN DAN ANALISA
A. SIKAP KEBERAGAMAAN
1. Kebebasan beragama, toleransi dan anti kekerasan dalam penyebarluasan agama merupakan nilai-nilai yang didukung oleh mayoritas masyarakat. Cara pandang ini berakar pada diterimanya keberagaman berbagai latar belakang identitas yang hidup di bumi Nusantara. Konsekuensi dari cara pandang ini adalah sikap menolak  berbagai bentuk intervensi -tidak saja yang dilakukan negara, tetapi juga yang dilakukan oleh aktor non-negara- atas keyakinan beragama. Konsisten dengan sikap semacam itu, penggunaan cara-cara kekerasaan dalam penyebarluasan agama juga mendapat tolakan dari masyarakat.
2. Lebih dari itu, di samping masyarakat menolak berbagai bentuk intervensi terhadap keyakinan agama yang dianut seseorang, masyarakat juga memposisikan Tuhan -lebih dari siapapun-sebagai satu-satunya pihak yang paling memiliki otoritas untuk memintai pertanggungjawaban keimanan setiap manusia.
B. SIKAP TERHADAP KONDISI KEAGAMAAN AKTUAL

3. Sebagian besar masyarakat mencemaskan kondisi keberagamaan di Indonesia. Mereka umumnya memandang bahwa toleransi antar umat beragama tengah mengalami kemerosotan akhir-akhir ini. Sikap-sikap intoleransi dalam pandangan keagamaan semacam itu, berdasarkan persepsi masyarakat, dapat mengalami intensitas yang berpeluang bagi munculnya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.
4. Kuatnya persepsi masyarakat terhadap masih potensialnya terorisme atas nama agama agaknya melampaui kekhawatiran atau kecemasan mereka terhadap gerakan Negara Islam Indomesia (NII). Jika dibandingkan dengan terorisme atas nama agama misalnya, jelas lebih berbahaya dibandingkan dengan NII.
C. SIKAP TERHADAP AHMADIYAH

5. Terkait dengan keberadaan Ahmadiyah,  pandangan masyarakat agaknya kurang sejalan dengan sikap keagamaan masyarakat sebagaimana temuan sebelumnya di mana sebagian besar dari mereka menyatakan setuju bahwa keyakinan beragama seseorang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain, termasuk kesanggupan untuk hidup dalam kondisi yang majemuk. 
6. Meski masyarakat sangat menyangkan terjadinya kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, namun mereka tidak menunjukkan penolakan terhadap upaya pembatasan Ahmadiyah di sejumlah wilayah di Tanah Air. Terkait dengan persoalan ini, mereka juga mendukung fatwa MUI dan SKB tiga menteri yang membatasi ajaran Ahmadiyah. Uniknya, sebagian besar masyarakat justru mengaku tidak mengetahui isi ajaran Ahmadiyah. 
7. Sikap  masyarakat terhadap Ahmadiyah ini agaknya dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa Ahmadiyah melakukan praktik keagamaan yang menyimpang, dan oleh karenanya, mereka memposisikan warga Ahmadiyah bukan sebagai saudara seiman. Persepsi semacam ini tentu saja merupakan gejala umum dalam hal keyakinan beragama. Namun, persetujuan terhadap pelarangan Ahmadiyah, tentu bertolak belakang dengan dukungan mereka terhadap pluralitas bangsa Indonesia dan tidak sejalan dengan anggapan mereka sendiri tentang absolutisme posisi Tuhan sebagai satu-satunya pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban keimanan seseorang. 
8. Ini berarti bahwa pandangan masyarakat yang cenderung toleran hanya berlaku pada persoalan keberagamaan yang bersifat umum; namun pada saat persoalan ini menyentuh Ahmadiyah, masyarakat -terutama yang beragama Islam- cenderung bersikap reserve. Dengan demikian, di mata masyarakat yang beragama Islam, pluralitas agama di luar Islam boleh jadi bukan merupakan persoalan serius. Namun, persoalan justru muncul manakala terjadi pluralitas di dalam tubuh umat Islam sendiri. Hasil survei ini mendorong ditariknya sebuah kesimpulan bahwa masyarakat yang beragama Islam di Indonesia agaknya tidak mudah menerima sebuah kenyataan bahwa di dalam tubuhnya sendiri terdapat fakta keberagaman.
9. Namun demikian, sikap mendukung pembatasan ruang gerak Ahmadiyah itu secara otomatis memperlihatkan persetujuan atas berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok ini. Masyarakat jelas menolak kekerasan terhadap Ahmadiyah.
10. Di sisi lain, sejauh para penganut Ahmadiyah diposisikan sebagai saudara sebangsa, masyarakat umumnya dapat menerima keberadaan mereka. Bahkan, masyarakat juga tidak merasa keberatan sama sekali untuk hidup berdampingan dengan warga Ahmadiyah sebagai sesama warga bangsa.
KESIMPULAN UMUM
1. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya dapat menerima perbedaan latar belakang identitas, tidak saja dari segi agama tetapi juga dari segi suku-bangsa. Bahkan mereka beranggapan bahwa kemampuan untuk dapat menerima perbedaan identitas itu sebagai salah satu nilai luhur bangsa Indonesia. 
2. Cara pandang ini telah mendorong masyarakat untuk menolak berbagai bentuk intervensi—baik yang dilakukan oleh negara maupun kekuatan non-negara—terhadap keberagamaan dalam memilih dan menjalankan keyakinan beragama; terlebih yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.
3. Di sisi lain, masyarakat juga mengakui bahwa setiap agama dapat mengantarkan umatnya menuju jalan keselamatan. Dengan demikian, jalan keselamatan agama tidak dimiliki secara eksklusif oleh agama yang dianut masyarakat.  Lebih dari itu, masyarakat juga memposisikan negara sebagai entitas yang seharusnya netral dan menjaga jarak yang sama kepada setiap agama. Negara, di mata masyarakat, tidak boleh tunduk pada agama manapun, sekalipun kedudukannya bersifat mayoritas.
4. Sampai pada tahap ini dapat dikatakan bahwa sikap umum masyarakat terkait dengan pluralitas agama pada dasarnya cukup positif atau toleran. Tidak terdapat indikasi yang memperlihatkan sikap ekstrem dalam memandang pluralitas keyakinan agama.
5. Salah satu bukti bahwa pluralitas agama dipandang secara positif oleh masyarakat adalah munculnya kekhawatiran mereka terkait dengan merosotnya keberagaman di tanah air akhir-akhir ini. Atau dengan kata lain, masyarakat mencemaskan kondisi keberagaman dewasa ini yang dianggap tengah menghadapi ancaman serius. 
6. Konsisten dengan sikap yang dapat menerima perbedaan agama, masyarakat juga menolak tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Bahkan, masyarakat mendukung secara penuh dilakukannya proses hukum kepada para pelaku kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.
7. Namun demikian, sekalipun masyarakat menolak terhadap kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, secara umum mereka beranggapan bahwa ajaran Ahmadiyah telah menyimpang (sesat) dari apa yang mereka yakini sebagai kebenaran ajaran agama. 
8. Faktor ini pula yang membuat masyarakat cenderung mendukung upaya pelarangan  Ahamdiyah di berbagai daerah, termasuk mendukung SKB Tiga Menteri terkait dengan pembatasan ruang gerak Ahmadiyah.
9. Pada sisi yang lain, masyarakat sepenuhnya juga dapat menerima keberadaan warga Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa, bahkan siap untuk hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Lebih dari itu, masyarakat juga beranggapan bahwa berbagai hal yang terkait dengan Ahamidiyah bukan merupakan persoalan yang penting dilihat dari sudut kepentingan pribadi mereka. 
10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat terhadap Ahmadiyah cenderung ambivalen (mendua). Anggapan bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang serta dukungan terhadap kebijakan pembatasan ajaran Ahamdiyah berdampingan dengan sikap menganggap Ahmadiyah sebagai saudara sebangsa dan sikap anti-kekerasan terhadap Ahmadiyah, termasuk kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan Ahmadiyah.
11. Lalu, bagaimanakah persoalan Ahmadiyah harus diletakkan, khususnya terkait dengan hak mereka? Persoalannya tentu saja berpulang kepada pemerintah/ negara. Penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama tidak saja dijamin oleh Konstitusi RI, tetapi juga oleh berbagai perundangan lain, termasuk ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipili dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya. 
12. Keterikatan RI atas seluruh perangkat hukum tersebut, termasuk yang bersifat internasional yang sudah berstatus legally binding, akan selalu menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam mematahuinya. Keterikatan itu tentu tidak hanya pada tataran menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HAM adalah juga tugas yang harus diemban negara melalui sosialisasi dan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara.
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